
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4286); 

a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perubahan Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan 
secara tertib, taat pada peraturan perundang- 
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, 
bertanggungjawab, berdayaguna dan berhasilguna serta 
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan 
yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaan 
un tuk digunakan se bagai pedoman dalam 
pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Pringsewu Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015; 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

• 
Menimbang 

, . ..-- ... 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA 
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

TENT ANG 

BUPATI PRINGSEWU 
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 

NOMOR?5 TAHUN 2015 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

• ,I 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

• 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nommor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoensia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um 
(Lembbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

I 

Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

, I 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
540); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011Nomor310); 

c 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2011; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negaran Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 

J 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 27) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

A. Ketentuan Pasal 1 di tambah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN iRENCANA KERJA DAN 
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN 
RENCANA KERJA ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA 
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

MEMUTUSKAN: 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2010 Nomor 01); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 680); 

• A 

r-. 
' 

• 
Menetapkan 

.J 



13. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

• A 

c 

• 

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran / pengguna barang. 

i 
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat 
daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

8. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah 
Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk 
melaksanakan sebagaian Kewenangan Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan 
se bagai tugas dan fungsi SKPD. 

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya disebut PPKD-SKPD adalah Pejabat 
yang melaksanakan fungsi Tata U saha Keuangan 
pada SKPD. 

11. Pejabat Pelaksana ; Teknis Kegiatan yang 
selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit 
Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dan suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

12. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional 
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD . 

c 



22. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD 
yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah 
dokumen yang memuat Perubahan perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan 
dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

21. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- 
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
bad an/ dinas / biro keuangan / bagian keuangan 
selaku Bendahara Umurn Daerah. 

' 

14. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa program. 

15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untu mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi SKPD. 

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada 
SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan, pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 
dana atau kombinasi dan beberapa atau semua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. 

17. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai 
kekayaan bersih. 

18. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih . 

19. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan 
yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengluaran 
yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- 
tahun anggaran berikutnya. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan dan rencana belanja program 
dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

• 



U raian Teknis Penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran dan 
Perubahan pada Satuan Kerja 
Perangkat Dae rah (RKA, 
RKAP-SKPD) dan Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
dan Perubahan pada Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah 
(RKA, RKAP-PPKD) Tahun 
Anggaran 2015; 

Bagan Alur Pengerjaan dan 
Format RKA, RKAP-SKPD dan 
RKA, RKAP-PPKD; 

Format RKA, RKAP-SKPD, 
RKA, RKAP-PPKD; 

c. Lampiran III 

b. Lampiran II 

a. Lampiran I 

Penyusunan Rencana Kerj a Anggaran dan 
Perubahan pada Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (RKA, RKAP-PPKD) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini yang terdiri dari : 

Kerja 
Kerja 

dan 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan Rencana 
Anggaran dan perubahan pada Satuan 
Perangkat Daerah (RKA, RKAP-SKPD) ' 

(1) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- 
SKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(RKA-PPKD) meliputi: 

a. Kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan 
APBD 

b. Teknis penyusunan RKA, RKAP-SKPD dan 
RKA, RKAP-PPKD; 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
penyusunan RKA, RKAP-SKPD dan RKA, 
RKAP-PPKD; 

d. Hal-hal khusus lainnya, 

I 
Pasal 2 

B. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

23. Rencana Kerja dan AnggaranPerubahan Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKAP-PPKD adalah dokumen yang 
memuat Perubahan rencana kerja dan anggaran 
bad an/ dinas / biro keuangan / bagian keuangan 
selaku Bendahara Umum Daerah. 



• A 

A. BUDIMAN, PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 25 

-.-===~} z, 

KABAG HUKUM 

SUJADI KA BAG • 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 1 Juli 2015 

BUPATI PRINGSEWU, 

~ 
LTD~D 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pera tu ran Bupati 1111 dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 1 Juli 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

Pendapatan 
Pembiayaan 

Kade Rekening 
Belanja dan 
Daerah; 

e. Lampiran V 

Kade Rekening Urusan 
Pemerin tah di Lingkungan 
Pemerintah Ka bu paten 
Pringsewu; 

d. Lampiran IV 

' • I 



SUJADI 

BUPATI PRINGSEWU, 

~ 

• A 

KABAG ·· ·:.. 
K'ASAG HL-:\UM 

• 
WAt<JL BUPATI __ l_,.,.p.-_._ .......... 

SEKDA 

.. ....,. .. 

13. Formulir RKAP-PPKD 3.2 merupakan input data untuk menyusun 

1- formulir RKAP-PPKD . 

Selanjutnya setiap lembar RKA-PPKD 3.2 yang telah dibahas diparaf 

oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

12. Apabila formulir RKAP-PPKD 3.2 lebih dari satu halaman maka tanggal, 
bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala 
SKPKD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil 

pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir . 

11. Seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah menandatangani 
formulir RKAP-PPKD 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan 

nama, NIP dan jabatan . 
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